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ABSTRAK  

Budi Purnomo, 201410115043, Skripsi, Disparitas Pemidanaan Gratifikasi  Antara 

Hakim Sebagai Penerima Dan Pengacara Sebagai Pemberi, Studi Kasus Putusan 

Nomor : 06/PID/TPK/2016/DKI/2016 Dan Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan non-

konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan 

tindak  pidana korupsi di Indonesia telah diatur tersendiri melalui Undang-Undang  

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus dugaan penerimaan dan pemberian 

gratifikasi kepada hakim PTUN Medan, berakibat pada terpidananya Ketua PTUN 

Medan, Tripeni Irianto Putro bersama 2 koleganya sesama hakim PTUN,  Amir 

Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera pengganti PTUN Syamsir Yusfan, serta  

pengacara OC Kaligis dan stafnya M.Yagari, karena pelanggaran pasal 6 Ayat (1) 

huruf a sebagai penerima dan pasal 6 Ayat (1) huruf b sebagai pemberi dalam UU 

Tipikor. Setelah melalui penelitiaan, pengumpulan bahan hukum, sumber data 

melalui keputusan pengadilan para terpidana, maka dapat diambil kesimpulan 

terdapat disparitas pemidanaan dalam penerapan pasal 6 Ayat (2) (“bagi hakim 

yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1)” ) dimana penerima (Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/DKI/20160)  

yaitu hakim dalam semua putusan pengadilan hukumannya  berbeda dengan  

pemberi yaitu pengacara (Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017) hal ini tentu 

bertolak belakang dengan semangat penegakkan dan pemberantasan korupsi, 

pemidanaan atau hukuman seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana 

korupsi sesuai dengan kesalahan dan akibat dari pelaku kejahatan di Indonesia, 

penelitian ini juga bertujuan agar hakim Tipikor lebih adil dalam menjatuhkan 

hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

Kata Kunci : korupsi, undang-undang tipikor, gratifikasi, disparitas, hukuman. 
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ABSTRACT 

Budi Purnomo, 201410115043, Thesis, Dispute Peniditas Gratification Between 

Judge As Recipient And Lawyer As Giver, Case Study Decision Number: 06 / PID 

/ TPK / 2016 / DKI / 2016 And Decision Number: 176PK / Pid.Sus / 2017 

The criminal act of corruption is one of the many non-conventional crimes of a new 

crime not regulated in the Criminal Code. The provisions of corruption in Indonesia 

have been regulated separately through the Law of the Republic of Indonesia 

Number 31 Year 1999 as already amended in Law of the Republic of Indonesia 

Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. The case of alleged receipt 

and granting of gratuities to the judges of Medan State Administrative Court, 

resulted in the conviction of the Head of Medan State Administrative Court, Tripeni 

Irianto Putro together with 2 colleagues of PTUN judges Amir Fauzi and 

Dermawan Ginting, substitute clerk of PTUN Syamsir Yusfan, and lawyer OC 

Kaligis and his staff M.Yagari , for violation of Article 6 Paragraph (1) letter a as 

the recipient and Article 6 Paragraph (1) letter b as a giver in Corruption Law. 

After the investigation, the collection of legal materials, the source of data through 

the judgment of the convicted persons, it can be concluded that there is a criminal 

disparity in the application of article 6 Paragraph (2) ("to the judge receiving the 

gift or promise as referred to in paragraph (1) a or an advocate receiving the gift 

or appointment as referred to in paragraph (1) letter b shall be subject to the same 

criminal punishment as referred to in paragraph (1) ") where the recipient 

(Decision Number: 06 / PID / TPK / 2016 / DKI / 20160) in all decisions of the 

courts the punishment is different from the grantor of the lawyer (Decision Number: 

176PK / Pid.Sus / 2017) this is certainly contrary to the spirit of enforcement and 

eradication of corruption, punishment or punishment should be applied to the 

perpetrators of corruption in accordance with errors and consequences of 

perpetrators of crime in Indonesia, this study also aims to judge Tipikor fairer in 

imposing punishment for perpetrators of acts criminal corruption in accordance 

with applicable law. 

 

Keywords: corruption, corruption law, gratification, disparity, punishment. 
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MOTTO 

DAN  BAHWA SEORANG MANUSIA TIDAK AKAN MEMPEROLEH 

SESUATU SELAIN APA YANG TELAH DI USAHAKANNYA SENDIRI 

( Q.S  AN-NAJM, 53:39 ) 

 

 

 

MOTTO 

AND THAT A HUMAN WILL NOT OBTAIN SOMETHING OTHER THAN 

WHAT HAS BEEN AT HIS OWN 

(Q.S AN-NAJM, 53:39) 
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